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PUTUSAN

Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.MkKd.

7 bA\Y »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
atas perkara Cerai Gugat antara :
NUR YULIANINGSIH binti MUJIYAT, Lahir tanggal 27 Juli 1994, Agama
Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di
Dusun Ngepos, RT.01/RW.13, Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung,
Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut PENGGUGAT;
LAWAN
NUR KHOLIS bin KASMUDI, Lahir tanggal 16 Mei 1992, agama lIslam,
Pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di
Dusun Sambeng Il, Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten
Magelang; Selanjutnya disebut TERGUGAT;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah meneliti semua bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2017

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dan dicatat
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dalam register perkara Nomor : 1149/Pdt.G/2017/PA.MKkd., tanggal 3 Juli 2017

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinanya dengan Tergugat
pada tanggal 01 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang
sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 281/ 01 / IX / 2010
tertanggal 01 September 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama wira wiri selama kurang lebih 4 tahun kadang ikut
orangtua Tergugat di Dusun Sambeng Il, Sambeng, Borobudur kadang ikut
orangtua Penggugat di Dusun Ngepos, Desa Srumbung, Kecamatan
Srumbung dan sejak Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat hidup
pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da dhukul) dan belum
dikaruniai anak ;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan
damai namun sejak tahun 2013 sudah mulai goyah dan tidak harmonis
karena sering terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan Tergugat
yang kurang bertanggungjawab karena Tergugat sering meminta lagi uang
yang sudah diberikan kepada Penggugat padahal uang tersebut untuk
mencukupi kebutuhan rumah tangga, hal tersebut Penggugat sudah sering
menyarankan agar Tergugat lebih bertanggungjawab, namun saran dari

Penggugat tidak pernah dihiraukan, puncaknya pada Agustus 2014 Tergugat
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pergi tanpa pamit pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Sambeng II,
Sambeng, Borobudur sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan
Tergugat hidup pisah;
5. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak
pernah mempedulikan Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberi
nafkah wajib yang hingga kini sudah selama 2 tahun 10 bulan dengan
demikian Tergugat sebagai suami telah melanggar sighat taklik talak
sebagaimana yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan 4
6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas , nyatalah Tergugat sebagai
seorang suami telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah
diucapkan, dan gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan
sebagaimana pasal 116 huruf ( g ) KHI ,sehingga menyebabkan hancurnya
rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan
Tergugat kecuali Perceraian , untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang — Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang —
Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang —Undang nomor 50
tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera
Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Srumbung, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia
untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang

terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang
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menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus
sebagai berikut :
PRIMAIR
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu khuli Tergugat (NUR KHOLIS  Bin
KASMUDI) terhadap Penggugat (NUR YULIANINGSIH Binti MUJIYAT)
dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR
Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas
panggilan Nomor : 1149/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 19 Juli 2017 dan tanggal
26 Juli 2017 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ternyata bahwa
ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak
pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan oleh

sebab itu sidang dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;
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Bahwa, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakanlah
gugatan Penggugat tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang
dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang, Nomor 3308056707940004.
tertanggal 10-01-2013. (bukti P.1);

2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Srumbung, Kabupaten Magelang, Nomor : 281/01/IX/2010. tertanggal 01
September 2010. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan
saksi-saksi yaitu :

1. MUJIYAT bin DARMO PAIMO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Dusun Ngepos, Rt.01/Rw.13, Desa Srumbung,
Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah Ayak Kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun

2010 yang lalu, setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal kadang

di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah saksi, terakhir tinggal

di rumah saksi, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak Agustus 2014 vyang lalu, Penggugat dan Tergugat

telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
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- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat
tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah
kirim sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat;
2. MUJIHARTO bin MAWARDIYONO, umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di  Dusun Ngepos, Rt.01/Rw.13, Desa
Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat yang rumahnya hanya berjarak sekitar 20
meter;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah sekitar 7 tahun yang lalu, mereka suami isteri yang belum
dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Srumbung, kemudian sejak Agustus 2014
Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak
pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi dan saksi
juga tidak pernah melihat Tergugat datang dan mengirim sesuatu sebagai
nafkah untuk Penggugat;
Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan

selanjutnya mohon putusan;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang
tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai
suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir
dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah
perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam,
oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah de-ngan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-
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undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan
Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan
Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu
sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan
Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Nomor :
281/01/1X/2010. tertanggal 1 September 2010. merupakan bukti autentik
perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama
Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo.
Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah
terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis
berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan
melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat minta diceraikan dari
Tergugat pada intinya sebagaimana pada posita 4 sampai 6 gugatan Penggugat
yaitu sejak Agustus 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah

dan selama kurun waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang
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dan tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat juga telah
membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, alasan mana menurut
pendapat majelis telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud
Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar sighat
taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan
tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

e Adanya perjanjian sighat Taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah

akad nikah dilangsungkan;

e Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana

dirumuskan dalam sighat taklik talak tersebut;

e |steri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;

e Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama

setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;

e |steri membayar uang sebagai ‘iwadl ( pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan bukti
P.2 serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta
bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

pernikahannya dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada KUA Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;

e Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik

talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta

Nikah;
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e Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai;

e Bahwa sejak Agustus tahun 2014 yang lalu sampai sekarang antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan semenjak itu Tergugat
sebagai suami tidak pernah datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak
pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat telah membiarkan

dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan
tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah
memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di
depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya
disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah
memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa
yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas
serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan
pasal 170 — 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa
keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan

dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan
Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan 2 (dua) orang saksi
yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) yaitu Tergugat telah
tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta sighat taklik talak angka (4)
yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama

2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya yaitu sejak Agustus tahun 2014
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sampai perkara ini diajukan pada bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis
berpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atas tindakan
Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar ‘iwadl ( pengganti )
berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan
ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 411
tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Tergugat
telah melanggar sighat taklik talak tersebut dan Penggugat tidak rela serta
Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah
tangga dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami
isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis
berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1
huruf (e) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu syarat
ta’'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat
diterapkan ketentuan figih sebagaimana dalam kitab Asy-Syarqowi ‘alat Tahrir

yang berbunyi :
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Artinya dan barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu
sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat’keadaan tersebut

sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian
antara orang Islam yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum Islam,

sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur’an Surat Al-Isra’ ayat 34 :

Viuo 0lS 2gall o | 2gallilsssls
Artinya : “ Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti dimintai

pertanggung jawabannya ” ;

Dan dalam salah satu Hadits Rosulullah S.A.W. disebutkan :

epelog i e Ugoluall

Artinya : “Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelanggaran atas janji harus
dipertanggungjawabkan dan dalam kasus ini, Tergugat harus dijatuhkan
talaknya satu atas Penggugat sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang
diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat terjadinya akad nikah antara
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan
‘iwald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan

dengan Verstek;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. serta SEMA No. 28/TUADA-
AG/X/2002. tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera
untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat nikah pada KUA dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar’i yang
berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (NUR KHOLIS bin KASMUDI)
terhadap Penggugat (NUR YULIANINGSIH binti MUJIYAT) dengan iwadl
uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
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tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Srumbung Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp351.000,00 ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqgo’dah 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Mungkid dengan susunan H. Masrukhin, S.H. M.Ag.. sebagai Hakim Ketua
Majelis, Dra. Hj. Emmafatri, SH.,MH. dan Nur Hamid, S.Ag., M.H. masing-
masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para
hakim Anggota serta Umi Khoiriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. EMMAFATRI, SH.,MH. NUR HAMID, S.Ag.,MH.
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Panitera Pengganti

INDRI ASTUTI, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan  Rp. 30.000,00
2. Biaya APP Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 260.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
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